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ABSTRACT 

 
THE POLICY IMPLEMENTATION OF HAJJ SERVICES 

AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  IN THE BINTAN  
 REGENCY OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE. 

 
Subadi 

Universitas Terbuka 
Subadi1971@gmail.com 

 
 

This  research aims to  describe the implementation of Hajj service policies at the 
Office of Religious Affairs in dealing with Hajj in Bintan  and also to identify  
those factors supporting and inhibiting the implementation of Hajj services at the 
Ministry of ReligiousAffairs in Bintan . This study uses a qualitative method, 
which aims to describe certain circumstances .This study has to do with the duties   
and functions of  organizing   Hajj and Umrohat the  Ministry of ReligiousAffairs 
in Bintan .As for data collection, there are  three techniques used for collecting the 
data :   Interview :   collecting the data and information from key informants 
directly.  Observation of an object directly by the researches, and as well as 
documents and literature studies.The subjects of this study consist of officials 
within the Ministry of Religious Affairs in Bintan, the head office and head of 
organizing Hajj and Umrah  and 2 ( two ) other informants. The research shows 
that the implementation of the Regulation No. 13 of 2008 on the Implemantation 
of the Hajj at the Ministry of Religious Afairs in Bintan runs well and 
successfully,especially seen from the dimension of complience, routines  
functions, and performance and impact, despite a lack of discipline in providing 
the services.There are several others factors inhibiting the implementation of 
service policies regarding regarding pilgrimage: the absence of detail rules that 
explain the condition of services for pilgrims, low discipline and ability/skills of 
employees as well as quantity and lack of support facilities .  The existence of 
bureaucratic lines in the service procedures for pilgrimage registration, as well as 
the age group restriction have negative impacts on the pilgrim who do not perform 
Hajj according to the sunnah harmony or islamicterms.It can be concluded that the 
implementation of Care Policy Office at the Ministry of Religious Affairs in 
Bintan is relatively good. However, it still needs to be followed up and concrete 
steps needs to be taken in order to improve and resolve some inhibitory factors. 
 
 
Keywords : Policy Implemantation, Ministry of Hajj, Factors Affecting the 

Policy. 
 
 
 
 
 
 

14/41035.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



iii 
 

 

ABSTRAK 

 

ImplementasiKebijakanPelayanan  Haji 
Pada Kantor Kementerian  AgamaKabupatenBintan 

ProvinsiKepulauanRiau 
 

Subadi 
Universitas Terbuka 

Subadi1971@gmail.com 
 

Tujuan Penelitian adalah untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan 
pelayanan haji pada Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bintan dan juga 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor  Kementerian Agama 
Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang  bertujuan 
menggambarkan mengenai keadaan tertentu. Penelitian ini terfokus pada tugas 
dan fungsi dari penyelenggara Haji danUmrah Kantor Kementerian Agama 
KabupatenBintan. Adatigatehnikpengumpulan data yang digunakan : 
tehnikwawancara : pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan 
narasumber (key informants),  observasi: melalui pengamatan suatu objek secara 
langsung oleh peneliti serta studi dokumen dan studi pustaka. Subyek 
penelitian terdiri dari pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bintan, kepala kantor dan kepala seksi penyelenggara Haji dan Umrah 
serta dua orang pegawai pendaftaran. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 
implementasi UU.No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 
Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan berjalan dengan baik dan berhasil. 
Dilihat dari dimensi kepatuhan, rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak. 
Walaupun masih terdapat sikap kurang disiplin dalam pelayanan.Selanjutnya ada 
beberapa factor menghambat proses implementasi kebijakan pelayanan haji, yaitu: 
belum adanya aturan yang secara rinci menjelaskan tentang persyaratan pelayanan 
haji,  rendahnya disiplin dan kemampuan/keterampilan pegawai termasuk juga 
kuantitasnya, dan  fasilitas pendukung. Adanya jalur birokrasi yang berbelit dalam 
prosedur pelayanan pendaftaran haji, serta faktor usia jamaah yang sudah lanjut 
dan daya tangkap yang rendah menyebabkan  jamaah tidak melaksanakan rukun 
haji sesuai dengan sunnah atau ketentuan Agama 
Islam.DengandemikiandisimpulkanbahwaImplementasiKebijakanPelayanan  
HajiPada  Kantor Kementerian  Agama KabupatenBintansudahbaik, 
hanyadibutuhkanpemecahanmasalahmasalah yang menghambattersebut. 
 

Kata Kunci :ImplementasiKebijakan, Pelayanan Haji, Faktor-faktor yang 

MempengaruhiKebijakan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

 
Dalam penelitian ini ada lima aspek teoritis yang akan dibahas, yaitu 

KonsepImplementasi Kebijakan,Konsep Kebijakan Pelayanan Haji, Model 

Implementasi Kebijakan, Model Implementasi Kebijakan yang Dipakai Dalam 

Penelitian ini dan Faktor factor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan. 

Untuk  memperjelas pembahasan dimaksud akan penulis uraikan sebagai 

berikut : 

1. Konsep Implementasi Kebijakan 

Dalam setiap hal yang ada di dunia ini pasti ada tujuannya. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut 

(Nugroho, R. 2011:618). Demikian halnya  dengan kebijakan publik yang 

tentunya mempunyai tujuan tertentu juga  yaitu mengatur kehidupan 

bersama dan untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah 

disepakati.  

Perlu diperhatikan bahwa implementasi kebijakan  merupakan tahapan 

yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan , karena melalui 

prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat 

keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief 

8 
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J.O. Udoji (Agustino, L. 2008:140)  mengatakan bahwa “ pelaksanaan 

kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting 

daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar 

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 

tidak diimplementasikan”. 

Wahab (2008:65) di dalam bukunya menyimpulkan bahwa proses 

implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 

sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan politik, ekonomi dan sosial 

yang langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh kepada semua pihak 

yang terlibat, dan  pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Public policy yang sering diterjemahkan sebagai kebijakan publik, 

dalam khasanah ilmu administrasi publik dimaknai secara beragam. 

Menurut Horold Lasswell dalam Wibowo (2004:45), kebijakan publik 

adalah “serangkaian program perencana yang meliputi tujuan, nilai, dan 

praktik”, sedangkan menurut Austein Renney dalam Wibowo (2004:45)  

kebijakan publik adalah “tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan 

atau pernyataan mengenai sebuah kehendak”. 

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye 

yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, (whatever 

government chooses to do or not to do). Tahap implementasi juga 
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merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang 

bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk 

melukiskan kerumitan ini dapat dilihat pernyataan Bardach (Agustino,L. 

2008:138)  sebagai berikut : 

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya didalam 

kata-kata dan slogan-slogan yang kelihatannya mengenakkan bagi telinga 

para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit 

lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua 

orang termasuk mereka anggap klien”. 

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier didalam buku Dasar-

dasar Kebijakan Publik karangan Leo Agustino (2008:139), “implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.” 

Berdasarkan pendapat ketiga ahli di atas, diambil suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah proses 

pelaksanaan kebijakan dasar berupa undang-undang atau peraturan derivat 

dari undang-undang tersebut yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. 
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2. Model Implementasi Kebijakan 

Peter deLeon dan Linda deLeon (Nugroho, R. 2011:626) 

mengemukakan adanya pendekatan-pendekatan dalam implementasi 

kebijakan publik, yang dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu generasi 

pertama pada tahun 1970-an, generasi kedua pada tahun 1980-an, dan 

generasi ketiga pada tahun 1990-an. Dua pendekatan yang biasa digunakan 

dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan pada generasi kedua 

yaitu: 

a. Pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” 

(top-down perspective). Pendekatan ini lebih fokus pada tugas birokrasi 

untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. 

Implementasi kebijakan dilihat dari sejauhmana tindakan para 

pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta 

tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat 

pusat. 

b. Pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “buttom-upper”. 

bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun 

pelaksanaannya oleh rakyat. 

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang menganut aliran top-

down diantaranya adalah model implementasi kebijakan menurut Donald 

Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, 

George C Edwards III dan Merilee S. Grindle.  
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a. Model Van Metter dan Van Horn  

Model pertama adalah model yang paling klasik, yaitu model yang 

diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975). 

Model pendekatannya adalah top-down dan disebut dengan A Model of 

The Policy Implementation. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari politik yang tersedia, 

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Agustino,L. 2008:141-142).  

Implementasi merupakan proses yang dinamis, Van Meter dan Van 

Horn dalam Budi Winarno membuat ikatan (linkages) yang dibentuk 

antara kebijakan dan kinerja. Menurut mereka tipe dan tingkatan sumber 

daya yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi 

kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. ( Budi,W. 2011: 158). 

Kedua ahli tersebut mengemukakan (Wahab, 2008:78) bahwa jalan 

yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan 

oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu: 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;  

2) Sumber-sumber kebijaksanaan;  

3) Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana;  

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan; 

5) Sikap para pelaksana; 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politi. 

 

 

14/41035.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



13 
 

  
 

b. Model Mazmanian dan Sabatier 

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier disebut juga model kerangka analisis 

implementasi (A Framework for Implementation Analysis). Kedua ahli 

kebijakan ini berpendapat ( Nugroho, R. 2011:629) bahwa peran penting 

dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal 

pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori  besar, yaitu : 

1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.  

2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara 

tepat proses implementasinya, dan 

3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan 

dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan 

tersebut.  

 

c. Model George C Edward III 

Model Yang dikembangkan oleh George C. Edward III menegaskan 

bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to 

implementation dan without effective implementation the decission of 

policymakers will not be carried out successfully. Model implementasi 

ini berangkat dari sejumlah pertanyaan tentang prakondisi-prakondisi apa 

yang dapat membuat implementasi suatu kebijakan dapat berhasil. 
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Selanjutnya dijawab oleh George C. Edward III (1980:9-10) yang 

menyatakan: 

 “In the next four chapter we shall attempt to answer these important 
questios by considering four critical factors or variables in implementing 
public policy : communication, resources, disposition or attitude and 
bureaucratic structure”. 

 

1) Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan, dan dikomunikasikan dengan baik. 

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan pelaksana 

keputusan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan 

diterapkan.  

Ada tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi, 

yaitu: 

a) Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik. 

b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan jelas dan tidak membingungkan. 

c) Konsistensi, perintah yang diberikan secara konsisten (tidak 

berubah-ubah) untuk dijalankan. 

2) Sumberdaya 

Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan 

kebijakan, indikator-indikator sumberdaya terdiri dari beberapa 

elemen, yaitu: 
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a) Staf, dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan 

tugas yang diinginkan oleh kebijakan diperlukan jumlah staf yang 

mencukupi, didukung dengan keahlian dan kemampuan yang 

diperlukan (kompeten dan kapabel) 

b) Informasi, dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk 

informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 

c) Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan 

secara politik. 

d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. 

3) Disposisi  

Pelaksanaan kebijakan akan efektif, apabila para pelaksana 

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan 

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. 

Hal-hal yang penting dalam variabel disposisi adalah: 

a) Kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan ; 

b) Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil 

pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan ; 
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c) Insentif, salah satu teknik untuk mengatasi masalah 

kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif, 

dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu untuk 

membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah 

dengan baik. 

4) Struktur birokrasi 

Dalam menjalankan suatu kebijakan, struktur birokrasi juga 

sangat  mendukung akan berhasil atau tidak jalannya suatu 

kebijakan. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, maka ini akan menyebabkan sumberdaya-

sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 

kebijakan.  

Menurut George C. Edward III, dua karakteristik yang membuat 

kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah : 

a) Standar Operating Procedured (SOP), suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

b) Fragmentasi, penyebaran tanggungjawab kegiatan diantara 

beberapa unit kerja. Rentang tugas dan tanggung jawab yang 

tersebar menjadikan jalur birokrasi menjadi panjang, sehingga 

menghambat implementor melaksanakan tugasnya. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan 
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pengawasan dan menimbulkan red tape yaitu prosedur birokrasi 

yang rumit. 

Untuk menggambarkan konsep yang telah diberikan oleh 

George C. Edwards III, berikut ini adalah bagan kebijakan yang 

dimaksud: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III 

 

d. Model Implementasi Ripley dan Franklin 

Ripley dan Franklin dalam Subarsono (2005:89) menambahkan 

bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditujukan oleh aktor atau 

unit organisasi yang terlibat tetapi juga dikarenakan proses implementasi 

dipengaruhi oleh berbagai varibel yang kompleks, baik variabel 

individual maupun variabel organisasi; dan masing-masing variabel 

pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. 

 

 

 

Komunikasi 

Sumberdaya 

Implementasi 

Disposisi 

Struktur 
Birokrasi 
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Menurut Ripley dan Franklin (1982:232), bahwa untuk mengetahui 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan maka dapat dilihat dengan 

tiga dimensi yaitu : 

(1) Kepatuhan. 

(2) Lancarnya rutinitas fungsi. 

(3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. 

 

4. Model Implementasi Kebijakan yang Dipakai Dalam Penelitian Ini 

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan publik akan lebih 

mudah dipahami bila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran 

tertentu. Suatu model akan memberikan secara lengkap mengenai deskripsi 

suatu obyek, situasi atau proses. Komponen apa saja yang terdapat pada 

obyek, situasi atau proses tersebut serta kaitan antara komponen satu dengan 

lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis memakai model 

implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin. 

Alasan dipilihnya model implementasi kebijakan dari Ripley dan 

Franklin ini didasarkan pada kenyataan bahwa :Pertama, tidak ada pilihan 

model yang terbaik, yang ada adalah pilihan-pilihan model yang harus kita 

pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri 

(Nugroho, R. 2008:454). Kedua, penulis menganggap model ini lebih tepat 

digunakan dalam menilai pelaksanaan kebijakan di lingkungan birokrasi 

karena dimensinya lebih menyentuh prinsip dasar pembuatan kebijakan itu 

sendiri yaitu menuntut adanya kepatuhan birokrat / aparatur terhadap 

kebijakan dan tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 
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Ripley dan Franklin (1982:232) dalam bukunya Policy Implementation 

and Bureaucracy, mengatakan bahwa untuk mengetahui keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan maka dapat dilihat dengan tiga dimensi yaitu :                   

1. Kepatuhan (compliance), 2. Lancarnya rutinitas fungsi (smoothly 

functioning routines) dan 3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang 

dikehendaki (desired performance in and impacts). Untuk lebih jelasnya 

dapat diuraikan ketiga dimensi tersebut sebagai berikut : 

a. Kepatuhan 

Kesuksesan atau keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 

dilihat atau diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan-aturan atau 

pedoman-pedoman umum yang didukung oleh kebijakan tersebut. Dalam 

implementasi kebijakan, kepatuhan terhadap isi kebijakan merupakan 

unsur yang penting dan harus dimiliki oleh seluruh aparat/birokrat yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.  

Dengan adanya kepatuhan terhadap isi kebijakan, maka dapat 

dikatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah merujuk pada teori 

(isi) kebijakan yang sebenarnya. Maksudnya kebijakan tersebut telah 

diimplementasikan sebagaimana seharusnya. Dengan cara inilah tujuan 

dari kebijakan mungkin dapat dicapai secara efektif dan efisien.   

 
b. Lancarnya Rutinitas Fungsi 

Kesuksesan sebuah implementasi kebijakan ditandai dengan adanya 

kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. 
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Dalam organisasi kelancaran rutinitas fungsi sangat diperlukan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 
c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki 

Keberhasilan atau kesuksesan suatu implementasi kebijakan 

mengacu dan mengarah pada kinerja dan dampak (manfaat) yang 

dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Menurut Ripley dan 

Franklin keberhasilan implementasi kebijakan terbagi atas dua bagian 

yaitu terwujudnya kinerja kebijakan dan terwujudnya dampak kebijakan.  

Terwujudya kinerja kebijakan lebih cenderung untuk pencapaian hasil 

implementasi dalam waktu yang pendek, sementara terwujudnya dampak 

kebijakan diartikan sebagai pencapaian hasil implementasi dalam waktu 

yang panjang. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Untuk mengeksplorasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor  Kementerian Agama 

Kabupaten Bintan, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat,maka 

penulis memakai model George C. Edward III.  

Menurut Edward III ada empat faktor yang dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan yaitu: komunikasi (communication), sumber daya 

(resource), disposisi atau sikap para pelaksana (disposition or attitudes) dan 

struktur birokrasi (bureaucratic structures). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendaftaran haji adalah 

14/41035.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



21 
 

  
 

faktor-faktor yang secara potensial dapat menjadi pendorong atau 

penghambat proses implementasi kebijakan tersebut.  

  

a. Komunikasi 

Keputusan-keputusan harus disampaikan dengan cermat dan efektif 

agar pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang 

dikemukakan oleh George C. Edward III (Winarno, B. 2011:178) bahwa 

mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan.  

Keputusan – keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus 

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan 

perintah-perintah itu dapat diikuti.Jika kebijakan-kebijakan ingin 

diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-

petunjuk itu harus jelas. 

Selanjutnya George C. Edward III (1980:17) mengemukakan 

bahwa:Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan 

penting yang tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi “policy 

maker”. Implementasi yang efektif akan tercipta bila policy maker dalam 

meminta para pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan 

tidak hanya dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting 

adalah konsistensi komunikasi yang jelas dan tegas.  

Perlu dihindari suatu hal yang menimbulkan kegaduhan, 

kebingungan diantara para pelaksana.Hal yang lebih penting lagi harus 
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adanya ketetapan dan keakuratan informasi kebijakan, sehingga para 

pelaksana dapat mengetahui dengan jelas, yang seharusnya mereka 

lakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

kebijakan mencakup dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 

Dalam implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor  Kementerian 

AgamaKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dimensi transformasi 

menghendaki agar kebijakan tersebut disampaikan tidak hanya kepada 

panitia pelaksana penyelenggaraan haji Kantor  Kementerian Agama 

Kabupaten Bintan, tetapi juga kepada kelompok sasaran yaitu jama’ah 

haji yang telah melaksanakan ibadah haji.  

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan 

dapat diterima dengan jelas, sehingga tim pelaksana dan kelompok 

sasaran mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan 

tersebut. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki  perbedaan 

penafsiran didalamnya. 

Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bintan sebagai pelaksana 

kebijakan terkait pelayanan ibadah haji telah melakukan sosialisasi 

kebijakan tentang pelayanan haji sebelum kebijakan tersebut 

diimplementasikan. Sosialisasi dilakukan kepada pegawai pada  bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah sebagai pelaksana langsung kebijakan.  

Sosialisasi kebijakan ini juga dilakukan kepada pegawai pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang berurusan langsung dengan masalah haji 

di lingkungannya masing-masing, dan jama’ah calon haji.Sosialisasi 
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membahas tujuan dan isi kebijakan, serta prosedur pelaksanaan 

pelayanan haji. 

 

b. Sumber daya 

Selain komunikasi, faktor yang dapat menentukan implementasi 

kebijakan publik adalah sumberdaya. Sejalan dengan uraian tersebut, 

George C. Edward III (1980:53) menyatakan bahwa sumberdaya 

dapat menjadi sebuah faktor penting dalam implementasi kebijakan 

publik, sumberdaya penting termasuk staf yang cukup dan keahlian 

untuk melaksanakan tugas mereka dan informasi, kewenangan dan 

kebutuhan fasilitas untuk menterjemahkan kertas kerja kedalam 

pemanfaatan pelayanan publik. 

Berdasarkan pernyataan George C. Edward III diatas, sumberdaya 

yang diperlukan dalam implementasi kebijakan terdiri dari empat hal, 

yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.Staf yang mempunyai 

keahlian di bidangnya dalam implementasi kebijakan adalah dari segi 

jumlah maupun keahlian sesuai dengan kebutuhan. 

Informasi yang menyangkut tujuan dan cara pelaksanaan 

kebijakan perlu diketahui oleh pelaksana kebijakan maupun sasaran 

kebijakan. Wewenang yang diberikan kepada pelaksana kebijakan 

akan mempermudah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Adanya fasilitas 

yang memadai akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. 
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Pelaksana implementasi kebijakan tentang pelayanan haji adalah 

orang-orang yang menangani langsung tentang masalah haji. 

Pelaksana terdiri dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Bintan, Kepala Seksi  Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan beberapa 

orang pegawai pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah.  

Sebelum  pelaksana melaksanakan kebijakan ini, mereka telah 

mendapatkan penjelasan yang menyangkut tujuan, substansi dan cara 

pelaksanaannya. Dengan adanya penjelasan yang diberikan 

sebelumnya, masing-masing dari mereka telah memahami apa yang 

harus dilakukan. 

 

c. Disposisi 

Agar implementasi kebijakan efektif dan efisien, para pelaksana 

tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemampuan 

untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka juga mempunyai 

kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor ini diartikan 

sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana 

(implementors) untuk melaksanakan kebijakan (George C. Edward III, 

1980:53). 

Adanya pelaksana artinya adanya pengangkatan personil untuk 

mengimplementasikan kebijakan tentang pelayanan haji tersebut. 

Dengan melihat jumlah tenaga yang telah diangkat menjadi pelaksana 

seperti yang telah dijabarkan pada bab 1 diatas, dapat diketahui bahwa 

pelaksana mau melaksanakan kebijakan tentang pelayanan haji 

14/41035.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



25 
 

  
 

dikarenakan insentif yang diberikan untuk meningkatkan kemauan 

pelaksana untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan yang baik 

kepada jama’ah calon haji. 

 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.Birokrasi memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena birokrasi 

merupakan aparat pemerintah yang mempunyai tugas menterjemahkan 

dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah.  

Menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2011:207) 

bahwa salah satu dari aspek- aspek struktural paling dasar dari suatu 

organisasi adalah  prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut 

sebagai Standard Operating Procedures (SOP) . 

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentang pelayanan 

haji, SOP yang digunakan dalam implementasi pelayanan haji pada 

Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bintan Kepulauan Riau  

adalah berupa pedoman kebijakan teknis penyelenggaraan Haji dan 

ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.  

Salah satu  penelitian  yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan dalam penyelenggaraan haji adalah  penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Hasan (2006) dengan judul disertasi: “Pengaruh 

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah 
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Haji dan Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Penyelenggara Ibadah 

Haji Khusus di Indonesia.” maka dapat disimpulkan bahwa: 

“implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah 

haji dan kualitas pelayanan berpengaruh dan berperan besar terhadap 

kinerja penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia.” 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran penelitian merupakan turunan (derivat) dari landasan 

teori, namun lebih spesifik sebab fokus penelitiannya disesuaikan dengan 

situasi penelitian yang sebenarnya. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 

L. 2006:139) mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai ”tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Kerangka pemikiran penelitian merupakan turunan (derivat) dari landasan 

teori, namun lebih spesifik sebab fokus penelitiannya disesuaikan dengan 

situasi penelitian yang sebenarnya. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 

L. 2006:139) mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai ”tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Landasan umum dilaksanakannya kebijakan pelayanan haji adalah UU 

No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal (3) yang berbunyi: 

“Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikanpembinaan, 
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pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknyabagi Jemaah Haji sehingga 

Jemaah Haji dapatmenunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan 

ajaranagama Islam”. 

Kebijakan pelayanan haji juga dijelaskan dalamPeraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Pasal 7 ayat ( a)  yang berbunyi Jemaah Haji 

berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam 

menjalankanIbadah Haji, salah satunya meliputi pembimbingan manasik haji 

dan/atau materilainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupundi Arab Saudi. 

Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pelayanan haji di 

Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan, maka penulis menggunakan 

perspektif model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, yaitu terdiri 

dari tiga dimensi berikut : 

1. Kepatuhan (compliance). 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat 

kepatuhan terhadap aturan-aturan atau pedoman-pedoman umum yang 

didukung oleh kebijakan tersebut. Adapun yang harus dipatuhi dalam 

kebijakan pelayanan haji adalah persyaratan dan prosedur pendaftaran haji, 

serta manasik haji apabila ketiga hal tersebut dapat dipatuhi maka tujuan 

dari kebijakan pelayanan haji dapat tercapai. 

Dengan adanya kepatuhan birokrat terhadap persyaratan dan prosedur 

pendaftaran haji serta manasik haji, maka dapat dikatakan bahwa penerapan 

kebijakan tersebut telah merujuk pada teori (isi) kebijakan yang sebenarnya. 
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Maksudnya kebijakan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana 

seharusnya. 

 

2. Lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines). 

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditandai dengan adanya 

kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang 

dihadapi.Pelaksanaan pendaftaran haji merupakan bagian dari rutinitas 

kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah menjadi salah satu tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

Berkaitan dengan implementasi UU No.13 tahun 2008, kelancaran 

rutinitas fungsi pada setiap seksi di Kantor Kementerian AgamaKab. Bintan 

tetap berjalan dengan baik, artinya dalam pengimplementasian kebijakan 

pelayanan haji tersebut tidak mengganggu atau berdampak terhadap rutinitas 

fungsi seksi-seksi yang lain.  

Lancarnya rutinitas fungsi dapat dilihat dengan beberapa indikator. 

Indikatornya yaitu pemahaman para pelaksana (implementor) terhadap 

tupoksi, selain itu pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, dan hubungan 

antar implementor dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran haji berjalan 

dengan baik. 

 
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance 

in and impacts).  

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan mengacu dan mengarah 

pada kinerja dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari keseluruhan 

kebijakan yang ada. Terwujudya kinerja kebijakan lebih cenderung untuk 
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pencapaian hasil implementasi dalam waktu yang pendek, sementara 

terwujudnya dampak kebijakan diartikan sebagai pencapaian hasil 

implementasi dalam waktu yang panjang. 

Berkaitan dengan implementasi UU no.13 tahun 2008, maka 

terwujudnya kinerja lebih cenderung untuk pencapaian hasil implementasi 

dalam waktu yang pendek, yaitu terciptanya pelayanan yang lebih efisien 

dan pemimpin merasakan kepuasan terhadap hasil kerja aparat dalam 

pelayanan pendaftaran haji, sementara terwujudnya dampak atau manfaat 

yang dikehendaki dalam waktu yang lama adalah terjadinya peningkatan 

pelayanan pendaftaran haji yang lebih baik dan berkualitas. Jika kinerja dan 

dampak kebijakan pendaftaran haji dapat terwujud dengan baik maka 

implementasi kebijakan tersebut dinilai berhasil. 

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (baik 

faktor pendorong maupun faktor penghambat) keberhasilan implementasi 

kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan 

dari George C. Edward III yang terdiri dari empat faktor, yaitu :  

 
a. Komunikasi.  

Berkenaan dengan implementasi UU no.13 tahun 2008, maka faktor 

komunikasi sangat berperan penting dalam keberhasilan pencapaian 

tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan 

pendaftaran haji dapat berjalan dengan efektif karena para pelaksana 

(implementor) telah mengadakan sosialisasi kebijakan yang disampaikan 

kepada orang-orang yang tepat, kebijakan yang disosialisasikan 
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menggunakan saluran komunikasi yang beragam, dan dalam 

penyampaian pesan/perintah kebijakan tersebut juga terdapat konsistensi. 

 
b. Sumber daya.  

Faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam 

implementasi UU no.13 tahun 2008. Sumber-sumber penting yang 

mendorong implementasi kebijakan pendaftaran haji yang dimaksud 

antara lain mencakup staf (pegawai) yang cukup memadai, adanya 

informasi yang penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat 

dalam implementasi agar di antara mereka mau melaksanakan dan 

mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, adanya 

kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang 

akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan 

ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan 

implementasi kebijakan pendaftaran haji. 

 
c. Disposisi. 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting 

ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana (implementor) kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam 

praktiknya tidak terjadi bias. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan UU no.13 tahun 2008, 

pejabat yang diangkat merupakan personil/aparatur yang berkompeten 
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dan berdedikasi sehingga mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh para pejabat tinggi (pembuat kebijakan).  

Sementara pemberian insentif merupakan faktor pendorong yang 

membuat para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan/menjalankan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 

kepentingan pribadi (self interest) dan kepentingan organisasi. 

 
d. Struktur Birokrasi. 

Faktor struktur birokrasi juga mempengaruhi derajat keberhasilan 

implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya, telah ada pembagian 

kewenangan antar pelaksana kebijakan, adanya SOP atau prosedur-

prosedur kerja pelaksanaan kebijakan, adanya kerjasama yang terjalin 

antar pelaksana, dan adanya koordinasi yang baik antar pelaksana.Selain 

itu akan dilihat ada tidaknya kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik 

antar pelaksana. 

Dari keempat faktor di atas, penulis menganggap masing-masing 

mempunyai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

implementasi kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian 

AgamaKab. Bintan. Adapun faktor-faktor yang ditemukan menjadi 

penghambat implementasi kebijakan akan dicarikan strategi 

penyelesaiannya.  

Kemudian strategi penyelesaian yang ditemukan akan dijadikan feed 

back sebagai saran atau rekomendasi penulis untuk usulan alternatif 

kebijakan pelayanan haji pada masa mendatang.Untuk menguraikan 

kerangka pemikiran penelitian implementasi kebijakan pelayanan haji 
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serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dilihat pada 

gambar 2.2. seperti skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. SkemaKerangka Berpikir 

 

C. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan dasar 

berupa undang-undang atau peraturan derivat dari undang-undang 

Implementasi UU No. 13 
Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah 
Hajipada Kantor Kementerian 
Agama Kab. Bintan 
(Model Ripley dan Franklin) 
1. Kepatuhan 
2. Rutinitas Fungsi 
3. Kinerja dan Dampak 

UU No. 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

Feed back 

Faktor-faktoryang 
Mempengaruhi(Faktor 
Pendorong dan Penghambat 
Implementasi 
Kebijakan)(Model George C. 
Edward III) 
1. Komunikasi 
2. Sumber daya 
3. Disposisi 

Usulan strategi untuk mengatasi 
Faktor Penghambat 

Implementasi Kebijakan 

Alqur’an dan Sunnah 
Rasulullah Muhammad 
SAW 
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tersebut yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. 

b. Kebijakan Pelayanan Haji adalah aturan tentang persyaratan dan 

mekanisme pelayananhaji  yang dilakukan oleh Kementerian Agama bagi 

calon jemaah haji. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

pelayanan haji adalah faktor-faktor yang secara potensial dapat menjadi 

pendorong atau penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. 

 

2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dikemukakan 

maka diketahui ada dua fokus penelitian yaitu tentang Implementasi UU 

Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 

2008 tersebut. Adapun fokus penelitian dalam hal ini ditampilkan pada 

Tabel 2.3. berikut ini :  
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Tabel 2.3. FokusPenelitian 

Fokus 
Penelitian Dimensi ArahPertanyaan Informan 

Kepatuhan • Persyaratan 
Pendaftaran Haji 

• Prosedur Pendaftaran 
Haji 

• Prosedur Manasik 
Haji 

 Kepala Kantor 
 Kasi Peny. Haji 
dan Umrah 

 Staf Seksi Peny. 
Haji dan Umrah 

 Jemaah Haji.  
 Pakar Agama 

Lancarnya 
Rutinitas 
Fungsi 

• Pemahaman 
implementor terhadap 
tupoksi 

• Kelancaranpelaksanaa
ntugasimplementor 

• Hubungankerjaantari
mplementor 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji 
dan Umrah 

 Staf Seksi Peny. 
Haji dan Umrah 

Implementasi 
Kebijakan 
Pelayanan Haji 
pada Kantor 
Kementerian 
Agama Kab. 
Bintan 

Terwujudnya 
Kinerja dan 
Dampak yang 
Dikehendaki 

• Efesiensi pelayanan 
• Kepuasan hasil kerja 
• Peningkatan 

pelayanan 

 Kepala Kantor  
 Kasi  Peny. Haji 
dan Umrah 

 Jemaah Haji 
Komunikasi • Adanya sosialisasi 

• Adanya keragaman 
dalam saluran 
komunikasi 

• Terdapatkonsistensida
lampenyampaianpesan
/perintah 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji 
dan Umrah 

 Staf Seksi Peny. 
Haji dan Umrah 

 Staf bank BPS 
BPIH 

Sumber daya • Staf yang memadai 
• Informasi mengenai 

cara kerja dan 
kepatuhan  

• Wewenang yang 
diterima 

• Ketersediaan fasilitas 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji 
dan Umrah 

 Staf Seksi Peny. 
Haji dan Umrah 

 KBIH 

Disposisi • Pengangkatan birokrat 
yang berkompeten 

• Pemberian insentif 

 Kepala Kantor 
 Kasi  Peny. Haji 
dan Umrah 

 

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi
Implementasi 
Kebijakan 
pada Kantor 
Kementerian 
Agama Kab. 
Bintan 

StrukturBirok
rasi 

• Prosedurstandarpelaks
anaankebijakan 

• Ada 
tidaknyakerjasamadan
koorinasi 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji 
dan Umrah 

 Staf Seksi Peny. 
Haji dan Umrah 

 KBIH 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. DesainPenelitian 

Penelitian dilakukan dilingkunganKantor Kementerian Agama 

KabupatenBintanProvinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi penelitian 

dikarenakan penulis tertarik dengan kenyataan bahwa masih ditemukan 

adanya pelayanan yang kurang baik terhadap jama’ah calon haji di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bintan dan bagaimana Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bintan mengimplementasikan kebijakan tentang 

pelayanan haji  untuk mencapai kepuasan terhadap jama’ah haji. Alasan 

lainnya adalah untuk menghemat waktu dan biaya dan di samping itu peneliti 

berdomisili di dekat lokasi penelitian. 

Rangkaian penelitian dimulai pada bulan Februari  2012 sampai dengan 

bulan Juli2012. Rangkaian penelitian tersebut meliputi pembuatan proposal 

penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan perumusan hasil penelitian 

berupa penyusunan tesis. 

 

B. MetodePenelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk 

memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai kualitas 

pelayanan  haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. 

Denganmenggunakanmetodepenelitiandeskriptifkualitatifini, 

penelitidapatmenjelaskandandapatmemberikangambaranimplementasikebijak

35
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antentangpelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama 

KabupatenBintandanmenemukanpermasalahan-permasalahan yang 

berkaitandenganimplementasikebijakantersebut. 

 

C. Sumber Data 

Arikunto (2002:107) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian 

adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dilihat dari jenisnya, data 

terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang 

menjadi informan melalui wawancara langsung secara mendalam atau 

depth interview dengan informan berupa jawaban ataupun tanggapan atas 

beberapa pertanyaan yang diajukan tentang pelaksanaan implementasi 

kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama 

KabupatenBintan. 

Informan ditentukan secara purpossive, maksudnya adalahpemilihan 

terhadap orang yang relevan dan berkompeten dengan obyek penelitian. 

Jumlah informan dan penggalian dianggap cukup bila jawaban atau 

informasi yang diperoleh adalah sama, karena informasinya sudah jenuh. 

Cara yang dilakukan ini dikenal dengan istilah snowball sampling. Dengan 

pengambilan informan secara purpossive, maka hal-hal yang dicari tampil 

menonjol dan lebih mudah dicari maknanya.  

Informan dipilih bukan berdasarkan representasi populasi tetapi lebih 

mengutamakan informasi. Dalam penelitian ini, penentuan informan yang 
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dipilih berdasarkan teknik purpossive disesuaikan dengan kebutuhan. 

Informan kunci dan informan pendukung yang terdiri dari: 

a. PanitiaPenyelenggaraIbadah Haji ( PPIH) KabupatenBintansebanyak4 

(empat) Orang. Pengambilan data kepada informan dilakukan 

wawancara dengan PanitiaPenyelenggaraIbadah Haji yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdiridari : 

1) Ka. 

Kantor Kemenag Kab. Bintan  

2) Kepala SeksiPenyelenggaraan Haji dan Umrah 

3) Pegawai SeksiPenyelenggaraan Haji dan Umrah  

b. Jamaah Pasca Haji  

c. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH) 

d. Pakar Agama      

Data-data atau informasi yang nantinya didapatkan melalui sumber-

sumber tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang segala hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang implementasi 

kebijakan pelayanan haji pada Kantor Kementerian Agama 

KabupatenBintan. 

 

2. Data sekunder 
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Penelitianinijugadidukungoleh data 

sekundersebagaipenunjanguntukmelengkapi data primer yang 

telahada.Data 

sekunderdiperolehdenganmenggunakanteknikstudipustakadansumber-

sumbertertulisataudokumentasi yang 

berhubungandenganpermasalahanpenelitianini.Datasekunderdalampeneliti

aninimeliputiperaturan-peraturan yang terkaitdenganobjekpenelitian, 

dokumen-dokumenberupalaporanatau data, tulisan-tulisanterdahulu, 

informasi yang didapatdaribukudan internet yang mendukungpenelitianini. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalampenelitiankualitatif, yang menjadi instrument 

ataualatpenelitianadalahpenelitiitusendirisehinggapenelitiharus 

“divalidasi”.Validasiterhadappeneliti, meliputi; 

pemahamanmetodepenelitiankualitatif, penguasaanwawasanterhadapbidang 

yang diteliti, kesiapanpenelitiuntukmemasukiobjekpenelitian–

baiksecaraakademikmaupunlogiknya- (Sugiyono,2009:305). 

Penelitikualitatifsebagaihuman instrument berfungsimenetapkan focus 

penelitian, memilihinformansebagaisumber data, melakukanpengumpulan 

data, menilaikualitas data, analisis data, menafsirkan data 

danmembuatkesimpulanatastemuannya (Sugiyono,2009:306). 

Penelitisebagaialatpenelitiankarenamempunyaiciri-cirisebagaiberikut: 
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1. Penelitisebagaialatpekadandapatbereaksiterhadapsegala stimulus 

darilingkungan yang harusdiperkirakannyabermaknaatautidakbagi 

penelitian; 

2. Penelitisebagaialatdapatmenyesuaikandiriterhadapsemuaaspekkeadaandan

dapatmengumpulkananekaragam data sekaligus; 

3. Tiapsituasimerupakankeseluruhan artinya tidakadasuatu instrument berupa 

test atauangketyangdapatmenangkapkeseluruhansituasikecualimanusia; 

4. Suatusituasi yang 

melibatkaninteraksimanusiatidakdapatdipahamidenganpengetahuansemat

a dan untukmemahaminya, kitaperluseringmerasakannya, 

menyelaminyaberdasarkanpengetahuan kita; 

5. Penelitidapatsegeramenganalisis data yang diperoleh. 

Iadapatmenafsirkannya, 

melahirkanhipotesisdengansegerauntukmenentukanarahpengamatan, 

untukmentesthipotesis yang timbul seketika; 

6. Hanyamanusiasebagai instrument dapatmengambilkesimpulanberdasarkan 

data yang 

dikumpulkanpadasuatusaatdanmenggunakansegerasebagaibalikanuntukm

emperolehpenegasan, perubahan, perbaikanatauperlakuan (sugiyono,  

2009: 308). 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data padapenelitianinimenggunakanbeberapacara, yaitu: 

1. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan 

cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan 

tanya jawab secara langsung dengan informan yang terlibat langsung 

dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kab. Bintan, Kasi Peny Haji dan Umrah dan staf, Jama’ah 

Pascahaji, Ketua KBIH dan Pakar Agama.  

Dalam wawancara ini, peneliti akan menggunakan panduan wawancara 

dalam bentuk catatan tentang hal-hal yang akan ditanyakan, untuk 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

 

2. Observasi 

Dengan menggunakan cara ini, penulis mengamati secara langsung dan 

intensif terhadap faktor-faktor yang dapat memberikan gambaran 

permasalahan yang ada untuk melengkapi informasi dan data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dengan 

melakukan observasi ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. 

3. Studidokumen 
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Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam hal dokumen digunakan sebagai sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, yaitu 

dalam bentuk peraturan-peraturan, arsip, dan lainnya yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. 

4. Studi pustaka 

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui 

catatan-catatan dan laporan dari instansi yang bersangkutan, serta 

mempelajari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memberikan 

gambaran atau suatu fenomena tentang keadaan yang ada dan diperoleh dari 

data primer dan data sekunder. Setelah itu, hasil penelitian ini akan dianalisis 

untuk pengambilan kesimpulan yang baik berdasarkan yang ada di lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan terinci. Kemudian laporan tersebut direduksi, 

dirangkum dan dipilih hal-hal pentingnya. Reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

2. Penyajian data 
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Penyajian data adalah sebagai susunan informasi yang memberi 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan agar 

memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian tertentu dari penelitian, dengan kata lain pengorganisasian data 

kedalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. 

 

3. Menarik kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan, yaitu dengan melakukan verifikasi data secara terus menerus 

sepanjang penelitian berlangsung.  Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum ada. Temuan yang sebelumnya masih belum 

jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, Implementasi kebijakan pelayanan haji baikpersyaratan dan 

prosedur pendaftaran haji serta pembinaan calon jemaah haji reguler pada 

Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan berdasarkan dimensinya dapat 

dilihat bahwa Kepatuhanimplementorterhadapaspekpersyaratan dan 

prosedurpendaftaransebagaimanaketentuan yang telah diatur dalam UU. 

No.13 Tahun 2008  tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sudah berjalan cukup 

baik. Kepatuhan terhadap materi manasik haji terungkap bahwa implementor 

telah mematuhi materi-materi apa saja yang akan disampaikan. 

Kedua, dalam menjalankan kebijakan pendaftaran hajidan pelaksanaan 

rutinitas fungsi aparat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintansebagai 

implementor tetap terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini didasarkan pada 

hasil wawancara dengan informan terhadap tiga indikator dari dimensi ini 

yaitu (pemahaman implementor terhadap tupoksi, kelancaran pelaksanaan 

tugas implementor, hubungan kerja antar implementor), dan.Ketiga, kinerja 

dan dampak yang dikehendaki dalam pelayanan haji sudah baik hanya saja 

masih terdapat sikap kurang disiplin dalam pelayanan.Hal ini didasarkan pada 

hasil wawancara dengan informan terhadap tiga indikator dari dimensi ini 

(efesiensi pelayanan, kepuasan hasil kerja, peningkatan pelayanan). 

Berdasarkan tiga dimensi tersebut di atas yang digunakan sebagai tolok ukur 

keberhasilan implementasi kebijakan maka implementasi UU.No.13 Tahun 

110 
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2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bintandapat dikatakan berjalan dengan baik dan berhasil. 

Selanjutnyauntuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pelayanan haji dan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab. 

Bintandapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, untuk faktor komunikasi, faktor yang menjadi pendorongnya adalah 

1) adanya sosialisasi, 2) adanya keragaman dalam saluran komunikasi, 3) 

terdapat konsistensi dalam penyampaian pesan/perintah kebijakan. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah belum ada aturan yang secara rinci menjelaskan 

tentang persyaratan pelayanan haji.  

Kedua, untuk faktor sumber daya, yang menjadi faktor pendorongnya yaitu 1) 

adanya informasi mengenai cara kerja dan kepatuhan, 2) adanya wewenang 

yang diterima, 3) adanya fasilitas yang tersedia. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah 1) masih rendahnya disiplin dan 

kemampuan/keterampilan pegawai termasuk juga kuantitasnya, dan 2) 

fasilitas pendukung yang masih kurang.  

Ketiga, untuk faktor disposisi, yang menjadi faktor pendorongnya adalah 1) 

adanya pengangkatan birokrat/pejabat, 2) adanya pemberian insentif. Untuk 

faktor disposisi ini tidak ditemukan faktor penghambatnya yang berarti, 

karena semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan. 

Keempat, untuk faktor struktur birokrasi, yang menjadi faktor pendorongnya 

adalah         1) adanya prosedur standar pelaksanaan kebijakan, 2) adanya 

kerjasama dan koordinasi yang terjalin antar pelaksana.Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah 1) adanya jalur birokrasi yang berbelit belitdalam 
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prosedur pelayanan pendaftaran haji, 2) Faktor usia jamaah yang sudah lanjut 

dan daya tangkap yang rendah menyebabkan adanya jamaah yang tidak 

melaksanakan rukun haji sesuai dengan sunnah atau ketentuan Agama Islam. 

B. Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi yang penulis ajukan 

untuk mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut : 

Untuk penghambat faktor komunikasi, solusinya perlu diterbitkan aturan 

penjelas yang lebih rinci untuk memperketat persyaratan pelayanan haji 

termasuk pendaftaran dan manasik haji yang sifatnya 

administratif.Sementaraitu, untuk penghambat faktor sumber daya, solusinya 

perlu ditingkatkan disiplin dan kemampuan/keterampilan pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihan (diklat), baik dengan cara mengikutsertakan 

pegawai/staf dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di balai diklat, 

dilakukandiklat di tempatkerja (DDTK) maupun dengan melakukan 

pembinaan mental secara langsung kepada pegawai/staf di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bintan.  

Selain itu perlu dilengkapinya fasilitas/sarana yang mendukung pelayanan 

pendaftaran haji seperti bangunan khusus yang representatif untuk pelayanan 

haji satu atap dan juga fasilitas berupa alat sidik jari elektronik yang berguna 

untuk mengontrol identitas setiap pendaftar haji.Serta perlu juga penambahan 

pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. 

Untuk penghambat faktor struktur birokrasi, solusinya adalahKantor 

Kementerian Agama Kab. Bintanperlu membangun sistem pelayanan terpadu 

satu atap yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan proses pelayanan 
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pendaftaran haji. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah calon jemaah 

haji yang melakukan pendaftaran, sehingga pada masa mendatang tidak 

terjadi lagi   pengurusan pendaftaran haji yang memberatkan karena 

prosedurnya yang berbelit. 

Sedangkan masalah manasik haji, karena yang bermasalah adalah jamaah 

itu sendiri maka perlu ditekankan akan perlunya memperhatikan materi 

manasik haji yang disampaikan oleh pemateri agar tidak ada lagi jamaah 

yang tersesat atau salah dalam melaksanakan rukun maupun wajib ibadah 

haji. Selain itu perlu adanya pendamping khusus bagi jamaah hajipadatiap-

tiapkloter yang membimbing dan memperhatikan jamaah yang berusia 

lanjutataujamaahudzur. 
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LAMPIRAN  -LAMPIRAN 

A.  Mekanisme Pelayanan Haji 

 1. Alur Pendaftaran Haji 

a. Calon Jamaah Haji datang ke Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota tempat domisili 

dengan membawa persyaratan: 

1) FC. KTP sesuai domisili yang masih berlaku; 
2) FC. Kartu Keluarga (KK); 
3) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas; 
4) FC. Ijazah terakhir atau Akte Kelahiran atau Surat Nikah atau Surat 

Keteranagan Domisili dari Kecamatan; 
5) Memperlihatkan buku tabungan haji dengan saldo minimal Rp 25.000.000,- 

 

b. Bagi Calon Jamaah Haji yang mendaftar Pada Kantor Kemenag yang belum  

tersambung dengan Siskohat (offline) 

1). Membawa foto berwarna terbaru sesuai ketentuan: 

a) Latar belakang berwarna putih; 

b) Tampak wajah dengan ketentuan 70% s.d 80%; 

c) Warna baju kontras, tidak menggunakan seragam dinas dalam bentuk 
apapun; 

d) Bagi wanita berbusana muslimah; 

e) Tidak berkopiah/ topi bagi pria; 

f) Tidak berkacamata hitam; 

g) Ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, dan 3x4 sebanyak 26 lembar. 
 

2). Mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) 

3). Menerima SPPH yang telah disahkan 

c. Bagi Calon Jamaah Haji yang mendaftar Pada Kantor Kemenag yang sudah 

tersambung dengan Siskohat (online) melampirkan : 

1) Foto langsung di tempat dan dilakukan pengambilan sidik jari; 
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2) Mengisi Formulir Pendaftaran; 
3) Menerima SPPH yang telah dicetak melalui sistem 
4) Calon Jamaah Haji melakukan setoran awal BPIH ke Rekening Menteri 

Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPS BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan 
membawa SPPH yang telah disahkan oleh Pejabat Kantor Kemenag Kab/ 
Kota; (Daftar BPS BPIH di Provinsi Kep. Riau : Bank Mandiri, Bank Riau 
Kepri, BNI, BSM, BRI, Bank Muamalat, BTN, BNI Syariah, BTN Syariah, 
Bank Bukopin, Bank Riau Kepri Syariah). 

 
d. Calon Jamaah Haji menerima bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum 

nomor porsi calon jamaah haji; 

e. Calon Jamaah Haji melapor ke Kantor Kemenag Kab/ Kota dengan menyerahkan 

bukti setoran awal BPIH lembar ketiga (berwarna kuning) lembar keempat 

(berwarna biru) dan lembar kelima (berwarna merah); 

f. Calon Jamaah Haji menunggu waktu untuk pelunasan BPIH setelah keluar Peraturan 

Presiden tentang Besaran BPIH pada tahun keberangkatan. 

2). Pengumuman Keberangkatan 

Pada saat akan keberangkatan  calon jamaah haji akan dihubungi oleh petugas haji baik 

menggunakan telepon maupun media lainnya mengenai jadwal keberangkatan dan juga 

batas akhir pelunasan BPIH. 

3).  PemberangkatanHaji 

Pada masa pemberangkatan jamaah haji di mulai di Embarkasi batam dengan  

mekanisme sebagai berikut:  

 

B.  Tiba di Asrama Haji Batam 

1. Masuk asrama pada waktu yang telah ditentukan sesuai SPMA; 

2. Prosesi penerimaan oleh PPIH (penjelasan tata tertib dan kegiatan/jadwal selama 
diasrama); 

3. Menerima lembar A dari petugas kloter 

4. Pemeriksaan kesehatan tahap III dan pendaftaran obat-obatan; 
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5. Mengambil gelang identitas dan living cost, Paspor dan DAPIH; 

6. Bimbingan dan pemantapan manasik haji; 

7. Pemantapan Petugas Kloter, Karom dan Karu; 

8. Selama di Asrama konsumsi ditanggung oleh PPIH 3 x makan 2 x snack; 

9. Koper jamaah diurus oleh petugas 

10. Lama tinggal di asrama ±24 jam 

11. Jamaah diharapkan agar mendengarkan informasi yang disampaikan oleh panitia 

 

C.  Proses Pemberangkatan ke Tanah Suci 

1. Persiapan 6 Jam sebelum take off 

2. Memasuki Aula Arafah I dan proses X-Ray barang tentengan; 

3. Menduduki kursi sesuai nomor manifest di tas gantung 

4. Acara pelepasan keberangkaatan jamaah oleh PPIH dan Pejabat daerah 

5. Memperlihatkan paspor dan DAPIH  ke petugas dan naik bus sesuai nomor bus di tas 
gantung; 

6. Menuju bandara di kawal PJR, lama perjalanan ± 20 menit. 

 

D.  Di Bandara Hang Nadim Batam Sebelum Berangkat 

1. Duduk di ruang tunggu khusus haji sesuai nomor bus; 

2. Proses boarding(dengarkan  arahan petugas) 

3. Take off menuju bandara AMAA Madinah, lama perjalanan ± 9 jam. 

 

E. Di Pesawat Dalam Perjalanan 

1. Duduk sesuai nomor seat (bila ada kesulitan minta tolong pada awak pesawat) 

2. Selama dipesawat sholat di jama’  

3. Perbanyak do’a, zikir, membaca al-qur’an atau tidur; 

4. Petugas Kloter menyobek lembar “D”Dapih dibantu oleh Karu dan Karom; 
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5. Dengarkan arahan-arahan yang disampaikan oleh petugas; 

 

F.  Di  Madinah 

Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah: 

1. Membaca do’a ketika sampai ke tempat tujuan; 

2. Pengecekan Paspor oleh Imigrasi setempat; 

3. X-Ray barang tentengan; 

4. Penyelesaian Administrasi Kementerian Haji Arab Saudi (paspor dikumpulkan pada 
WUKALA); 

5. Ketua Kloter menyerahkan lembar “D” Dapih kepada Petugas Sektor; 

6. Naik bus dengan tertib (petugas kloter dan Karu/Karom agar memeriksa anggotanya) 

7. Koper diterima di pemondokan Madinah; 

 

 

G. Di Pemondokan Madinah: 

1. Menempati kamar yang sudah di tetapkan petugas; 

2. Memeriksa barang bagasi dan barang bawaan lainnya; 
3. Ketua Kloter menanda tangani Bayan Tarhil (sebaiknya di damping Karom/Karu) 
4. Shalat berjamaah di masjid Nabawi 40 waktu (arba’in) (jika memungkinkan sholat di 

Raudah)laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya; 
5. Ziarah ke Makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dan tempat lainnya di sekitar 

Masjid Nabawi dipandu pembimbing; 
6. Ziarah ke tempat bersejarah  waktunya diatur oleh Muzawir berkoordinasi dengan 

ketua Kloter dan tidak di pungut biaya: Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, 
dan tempat-tempat lain. 

7. Lama tinggal di Madinah + 8 hari 
8. H-3 sebelum ke Makkah Petugas Kloter di bantu Karom menyusun paspor dan Dapih 

per-bus; 
9. Petugas kloter di bantu Karu dan karom mensosialisasikan jadwal keberangkatan 

kepada jamaah 
10. Mandi Sunat Ihramdan berpakaian ihramsebelum berangkat ke Bir Ali; 
11. Naik bus dengan tertib sesuai letak paspor; 

 

H. Di Bir Ali (Zulhulaifah) 
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1. Tiba di Bir Ali, turun dari bus (kenali  identitas/warna dan posisi bus) 

2. Berwudhu dan mendirikan sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat ihram dua 
rakaat 

3. Niat umrah bagi yang akan melakukan Tamattu’, niat haji bagi yang melakukan Ifrad, 
niat haji dan umrah bagi yang melakukan qiran; 

4. Naik bus menuju Makkah (lama perjalanan ± 6 jam) 

5. Menghindari perbuatan/perkataan yang merusak ihram, dan menjauhi larangan-
larangan ihram; 

6. Memperbanyak talbiyah, zikir atau membaca Al-qur’an 

 

I.  Makkah 

Di Pemondokan Makkah: 

1. Tiba di Makkah membaca do’a;  

2. Menempati pemondokan  dan kamar yang telah disediakan dengan membawa serta 
koper dan barang bawaan; 

3. Istirahat secukupnya ; 

4. Ke Masjidil  Haram untuk : 

a. Thawaf umrah bagi yang melakukan Tamattu’, ThawafQudum bagi yang melakukan 
ifrad dan qiran; 

b. Berdo’a di Multazam; 

c. Shalat sunat thawaf di belakang maqam Ibrahim, shalat sunat di hijir ismail; 

d. Sa’i 

e. Memotong/mencukur rambut (tahallul umrah) 

 

5. Bagi yang haji ifrad / tetap berpakaian ihram; 

6. Pada waktu yang telah disepakati melakukan ziarah (biasanya termasuk dalam biaya 
dam) ; 

a. Jabal Nur; 

b. Gua Hira; 

c. Arafah dan Mina; 

d. Tempat-tempat lainnya. 
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7. Melaksanakan pembayaran dam bagi haji tamattu’ 

8. Memperbanyak ibadah di Masjid al- Haram atau di Masjid sekitar pemondokan; 

9. Menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup untuk persiapan puncak pelaksanaan 
ibadah haji. 

 

J. Persiapan Ke Arafah 

1. Petugas kloter mendata jamaah yang tanazzul dan safari wukuf;  

2. Pada waktu yang telah di tentukan, tanggal 8 Dzulhijjahbersiap-siap ke Arafah, 
yang perlu dilakukan sebelum berangkat ; 

a. Mandi/Wudhu; 

b. Memakai wewangian di badan sebelum mengenakankain ihram; 

c. shalat sunat ihram dua rakaat; 

d. Niat  berhaji; 

3. Membawa tas tentengan berisi pakaian secukupnya untuk persiapan Mabit di 
Mina; 

4. Barang-barang berharga dapat dititipkan ke Maktab dengan memakai tanda terima 
titipan; 

5. Naik bus berangkat ke Arafah (sistem taraddudy) 

 

K. Arafah 

1. Sampai di Arafah menempati kemah masing-masing yang telah disiapkan oleh 
maktab; 

2. Memperbanyak istighfar, berzikir, membaca al-qur’an dan berdo’a; 

3. Setelah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf: 

a. Mendengar khutbah wukuf; 

b. Shalat dzuhur dan Ashar  jamak taqdim qasar; 

c. Do’a wukuf; 

d. Do’a masing-masing sesuai keinginannya; 

4. Selama di Arafah konsumsi disiapkan Muassah dan Maktab. 
5. Setelah terbenam matahari, shalat maghrib dan isya jama’ taqdim qasar kemudian 

berangkat ke Muzdalifah; 
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L. Muzdalifah 

1. Mabit sampai tengah malam kecuali ada uzur syar’i; 

2. Sholat sunat, meperbanyak zikir dan berdo’a; 

3. Mencari kerikil sebanyak 7, 49 atau 70 butir; 

4. Pada waktu yang ditentukan berangkat menuju Mina. 

 

M. Mina 

1. Tiba di Mina Menempati kemah sesuai maktab 

2. Melontar Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan menggunting / mencukur 
rambut (tahallul awal); 

3. Melontar jamrah Ula, Wusto Dan Aqabahtanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah; 
4. Bagi yang Nafar Awal tanggal 12 Dzulhijjah sebelum maghrib harus sudah 

meninggalkan Mina; 
5. Bagi yang Nafar Tsani meninggalkan mina pada tanggal 13 Dzulhijjah; 
6. Mengikutipetunjuk dan ketentuan waktu melontar, hindari suasana kepadatan di 

Jamarat; 
7. Selama berada di Mina konsumsi disiapkan oleh Muassasah/ Maktab. 
8. Berangkat ke Makkah; 

 

N. Makkah (Setelah Wukuf) 

1. Melakukan Tawaf ifadah dan sa’I bagi yang belum; 

2. Berisitirahat dan persiapan menunggu jadwal pemulangan 

3. Petugas kloter dan karom mengecek dan menyusun kembali paspor dan boarding pass 
jamaah (jika ada yang hilang, petugas segera mengurus ke Daker); 

4. Petugas Kloter melakukan pertemuan dan koordinasi dengan jamaah dan pihak-pihak 
terkait tentang persiapan pemulangan; 

5. Melaksanakan thawaf wada’ 

6. 2 (dua) hari sebelum kembali ke Tanah Air Koper diangkut menuju Jeddah. 
Perhatikan berat bagasi tidak melebihi 32 Kg; 

7. Barang bagasi baru diterima jamaah setelah tiba di asrama haji Debarkasi; 

8. Jamaah berangkat menuju Jeddah (Hotel Transito); 

 

14/41035.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



O. Jeddah 

1. Hotel Transito 

a. Tiba di hotel transito menempati kamar yang telah di tentukan dengan teratur; 

b. Pada waktu yang ditentukan melakukan ziarah dikoordinir oleh Hotel (gratis); 

c. Tiba di hotel Petugas Kloter menyerahkan paspor kepada Petugas di Hotel; 

d. Ketua Kloter melaporkan kepada Petugas Hotel jika ada jamaah yang mutasi masuk 
ke kloter untuk dimintakan boarding pass pengganti; 

e. Istirahat secukupnya, konsumsi disediakan oleh pihak hotel tampa di pungut biaya; 

f. Chek out dari hotel 6 jam sebelum take off, atau menunggu instruksi petugas hotel; 

 

2. Bandara King Abdul Aziz Jeddah 

a. Tiba di bandara menempati ruang tunggu yang telah disiapkan; 

b. Penyerahan paspor kepada masing-masing jamaah; 

c. Tas tentengan yang diperbolehkan masuk ke kabin pesawat hanya yang berlogo 
penerbangan; 

d. Masuk ke dalam gate, proses X-Ray dan pemeriksaan paspor; 

e. Boarding ke dalam pesawat dipandu oleh penerbangan; 

f. Sebaiknya salah seorang petugas kloter  diproses terakhir; 

g. Take Off Menuju Tanah Air 

 

3. Di Dalam Pesawat Menuju Tanah Air 

a. Duduk sesuai nomor seat di boarding pass 

b. Membaca do’a naik kenderaan; 

c. Petugas Kloter / Karu dan Karom jangan lupa menyobek lembar“K” di Dapih; 

d. Bagi jamaah yang kurang sehat supaya menghubungi petugas kesehatan; 

e. Petugas Pembimbing Ibadah Haji menyampaikan taushiyah tentang pelestarian haji 
mabrur; dan Memperbanyak doa dan dzikir selama dalam perjalanan; 
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P. Pemulangan haji 

Pada fase pemulangan, seluruh jamaah dilayani di DebarkasiBatam dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

1. Di Bandara Hang Nadim Batam 

a. Turun dari pesawat dengan tertib 

b. Petugas Kloter menyerahkan sobekan lembar “K” ke PPIH Debarkasi; 

c. Barang tentengan di bawa oleh masing-masing jamaah 

d. Jamaah duduk berdasarkan nomor bus saat keberangkatan; 

e. Pada waktu yang di tentukan jamaah menuju bus dengan memperlihatkan buku 
kesehatan (BK3JH),Paspor  dan DAPIH kepada petugas KKP dan Imigrasi; 

f. Konvoi Menuju Asrama Haji Batam di kawal oleh PJR; 

 

2. Di Asrama Haji Batam 

a. Menikmati welcome drink yang disiapkan oleh PPIH Debarkasi Batam 

b. Acara penyambutan kedatangan jamaah oleh pejabat daerah dan PPIH 
Debarkasi Batam; 

c. Pengumuman jadwal perjalanan kembali ke daerah asal, akomodasi  dan 
konsumsi oleh Petugas ; 

d. Barang bagasi diatur oleh petugas daerah di bantu oleh PPIH berdasarkan 
daerah asal; 

e. Selesai acara penyambutan jamaah Kota Batam dipersilahkan mengambil 
/memilih barang bagasi secara tertibdengan memperlihatkan paspor haji.  

f. Khusus bagi jamaah yang melanjutkan perjalanan (selain jamaah Batam), koper 
bagasi diterima di daerah asal; 

g. Pengambilan air zam-zam dari penerbangan dengan menunjukkan 
Paspor/DAPIH ; 

h. Pengambilan nomor kamar melalui Karu/ Karom bagi jamaah yang masih 
menginap di Batam sebelum kembali ke Daerah Asal; 
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3. Pemberangkatan ke Daerah Asal 

a. Jamaah  agar mendengarkan pengumuman yang di sampaikan oleh PPIH 
Debarkasi; 

b. Pemberangkatan ke daerah asal dikoordinir oleh Petugas Daerah di bantu PPIH 
Debarkasi; 

c. Bersiap-siap di Aula Pemberangkatan 4 jam sebelum pesawat udara take offatau 
sebelum kapal  laut berangkat; 

d. Naik bus dengan tertib; 

e. Menuju Bandar Udara/ Pelabuhan Laut dengan menggunakan bus di kawal oleh 
PJR; 

f. Barang bagasi jamaah sudah di antar petugas delapan jam sebelum jadwal 
keberangkatan; 

 

4. Menuju Rumah Kediaman 

a. Sebelum sampai ke rumah sebaiknya singgah ke Masjid terdekat untuk shalat  
sunat qudum 

b. Sebelum memasuki rumah sebaiknya berdo’a (do’a istighfar) untuk seluruh 
keluarga dan kaum muslimin 

 

     Penjelasan di atas merupakan mekanisme pelayanan haji di Embarkasi Batam Kanwil 

Kemenag Kepri, dan sudah menjadi prosedur tetap yang dilaksanakan pada saat musim haji 

telah tiba. 
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LAMPIRAN 
 
PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI UU NO 13 TAHUN 2008 
 

Fokus 
Penelitian Dimensi ArahPertanyaan Informan 

Kepatuhan • Persyaratan Pelayanan Haji 
• Manasik Haji 

 Kepala Kantor 
 Peny. Haji dan Umrah 
 Staf Peny. Haji dan 
Umrah 

 Jemaah Haji.  

Lancarnya 
Rutinitas 
Fungsi 

• Pemahaman implementor 
terhadap tupoksi 

• Kelancaran pelaksanaan 
tugas implementor 

• Hubungan kerja antar 
implementor 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

 Staf Seksi Peny. Haji dan 
Umrah 
 

Implementasi 
Kebijakan 
Pelayanan 
Haji pada 
Kantor 
Kementerian 
Agama Kab. 
Bintan 

Terwujudnya 
Kinerja dan 
Dampak yang 
Dikehendaki 

• Efesiensi pelayanan 
• Kepuasan hasil kerja 
• Peningkatan pelayanan 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

 Jemaah Haji 
 

PEDOMAN WAWANCARA FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI UU NO 13 TAHUN 2008 

 
Fokus 

Penelitian Dimensi ArahPertanyaan Informan 

Komunikasi • Adanya sosialisasi 
• Adanya keragaman dalam 

saluran komunikasi 
• Terdapat konsistensi dalam 

penyampaian pesan / 
perintah 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

 Staf Seksi Peny. Haji dan 
Umrah 

 
Sumber 
daya 

• Staf yang memadai 
• Informasi mengenai cara 

kerja dan kepatuhan  
• Wewenang yang diterima 
• Ketersediaan fasilitas 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

 Staf Peny. Haji dan 
Umrah 

Disposisi • Pengangkatan birokrat 
yang berkompeten 

• Pemberian insentif 

 Kepala Kantor 
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Implementasi 
Kebijakan 
 pada Kantor 
Kementerian 
Agama Kab. 
Bintan 

StrukturBir
okrasi 

• Prosedur standar 
pelaksanaan kebijakan 

• Ada tidaknya kerjasama 
dan koordinasi 

 Kepala Kantor  
 Kasi Peny. Haji dan 
Umrah 

 Staf Seksi Urais & Peny. 
Haji 
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Pedoman Wawancara Kepada Kepala Kantor 

 KemenagKabupatenBintan 

 

A. Komunikasi  

 

1. Bagaimana Bapak memberi arahan tentang implementasi kebijakan pelayanan haji di   

Kabupaten Bintan kepada panitia pelaksana atau pegawai yang menangani haji ? 

2. Bagaiman tanggapan anda terhadap laporan tentang pelaksanaan  pelayanan haji dari 

seluruh KUA dan KBIH terutama berkaitan dengan manasik haji yang dilaksanakan 

secara rutin? 

3. Bagaimana bentuk laporan yang diberikan oleh bawahan tentang pelaksanaan  

pelayanan haji di lingkungan Kemenag Kab. Bintan? 

4. Bagaimana bentuk pengarahan  Bapak kepada Jamaah Haji akan pentingnya 

pelaksanaan haji mandiri sebagai amanat dari UU No. 13 tahun 2008 ? Mohon 

penjelasan lebih lanjut? 

 

B. Sumberdaya 

1. Apa saja dukungan sumberdaya yang ada di Kantor Kemenag Kab. Bintan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pelayanan haji di Kab. Bintan? 

2. Bagaimana bentuk kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan haji di 

Kab. Bintan dan bagaimana cara yang digunakan untuk mengatasi kekurangan sumber 

daya tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan saudara sumberdaya yang bertugas sebagai pemateri manasik 

haji dirasa cukup dan berkompeten dari sisi kualitas  ? 

4. Mohon penjelasan apakah ada kesesuaian antara kemampuan petugas dengan fungsi 

dan tugasnya ? 

5. Bagaimana tanggapan Saudara terkait dengan kesigapan panitia penyelenggaraan haji 

pada Kantor Kemenag Kab. Bintan dalam melayani Calon Jemaah Haji ? 

6. Bagaimana menurut Saudara apakah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

petugas manasik haji sesuai dengan perkembangan atau perubahan tugas ? 

 

C. Disposisi 
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1. Bagaimana sikap panitia pelaksana selama ini dalam melaksanakan implementasi 

peraturan kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan? 

2. Bagaimana sikap panitia pelaksana dalam mematuhi peraturan dan petunjuk 

pelaksanaan tentang kebijakan  pelayanan haji di Kab. Bintan yang telah Bapak 

disposisikan? 

 

D. Struktur birokrasi 

1. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tentang pelayanan haji 

di Kab. Bintan? 

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Bapak dengan anggota panitia pelaksana 

termasuk KBIH dalam implementasi kebijakan pelayanan haji di Kab. Bintan? 

 

 

Pedoman Wawancara Kepada Kepala Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

 
A. Komunikasi 

1. Bagaimana cara menyampaikan peraturan tentang kebijakan  pelayanan haji di Kab. 

Bintan kepada panitia pelaksana? 

2. Bagaimana menurut Saudara, apakah selama ini perintah untuk melaksanakan 

kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan kepada panitia pelaksana sesuai 

dengan isi, tujuan dan prosedur kebijakan? 

3. Bagaimana menurut saudara, apakah perintah untuk melaksanakan implementasi 

kebijakan tentang  pelayanan haji di Kab. Bintan kepada panitia pelaksana sudah baku  

? atau tidak berubah-ubah? 

4. Bagaimana bentuk kendala dalam implementasi peraturan  tentang pelayanan haji di 

Kab. Bintan yang berkaitan dengan isi, tujuan dan prosedur kebijakan? 

 

B. Sumberdaya  

1. Apa saja sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan tentang pelayanan 

haji di Kab. Bintan? 

2. Terkait dengan SDM, Apakah ada kriteria untuk menjadi panitia pelaksana  pelayanan 

haji di Kab. Bintan, termasuk petugas yang berwenang melakukan manasik haji ? 
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3. Kalau ada, apa saja kriteria untuk menjadi panitia pelaksana  pelayanan haji di Kab. 

Bintan? 

 

 

b. Disposisi  

1. Bagaimana sikap pegawai bagian haji dalam melaksanakan implementasi kebijakan 

tentang pelayanan haji di Kab. Bintan terutama berkaitan dengan pelaksanaan manasik 

haji? 

2. Bagaimana menurut saudara, apakah selama ini impelementasi kebijakan tentang 

pelayanan haji sesuai dengan tujuan dan isi kebijakan? 

3. Bagaimana sikap yang diberikan kepada jama’ahcalon haji yang menyerahkan berkas 

yang belum lengkap? 

4. Bagaimana menurut saudara, mohon penjelasan apakah pihak yang terlibatdalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan menerima 

insentif? 

5. Kalau pihak yang terlibat (panitia pelaksana) menerima insentif, bagaimana sistem 

pemberian insentifnya? 

 

c. Struktur birokrasi 

1. Bagaiamanapetunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan 

tentang pelayanan haji di Kab.Bintan? 

2. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan implementasi kebijakan tentang 

pelayanan haji di Kab.Bintan? 

3. Bagaimana cara pembagian tugas kepada panitia pelaksana dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan? 

 

 

Pedoman Wawancara kepada Pegawai Kemenag Kab. Bintan 
 

a. Komunikasi  

1. Bagaimana penjelasan saudara terkait dengan pengarahan dari atasan saudaraatas isi 

dan tujuan serta prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pelayanan haji 

di Kab. Bintan? 
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2. Bagaimana cara mensosialisasikan implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di 

Kab. Bintan? 

3. Bagaimana konsistensi perintah atasan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

tentang pelayanan haji di Kab. Bintan? 

 

b. Sumberdaya  

1. Bagaimana menurut saudara, apakah selama ini jumlah tim pelaksana cukup dalam 

melaksanakan implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan ? 

2. Bagaimana menurut saudara, apakah selama inifasilitas yang tersedia sesuai kebutuhan 

pelayanan haji di Kab. Bintan ? 

3. Bagaimana menurut saudara, apakah selama inisaudara mematuhi petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis dalam pelayanan haji di Kab. Bintan ? 

 

c. Disposisi  

1. Bagaimana sikap saudara dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentang 

pelayanan haji di Kab. Bintan? 

2. Bagaimana sikap saudara dalam menghadapi sikap jama’ah calon haji yang bermacam-

macam? 

3. Apa yang saudara dapatkan dalam melaksanakan pelayanan haji di Kab. Bintan? 

4. Bagaimana menurut saudara, terhadap imbalan yang diterima dari proses pelayanan 

haji? 

 

d. Struktur birokrasi 

1. Bagaimana menurut saudara, apakah selama ini ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan yang 

saudaraterima? 

2. Dalam bentuk apa petunjuk pelayanan atau petunjuk teknis yang digunakan dalam 

implementasi kebijakan tentang pelayanan haji di Kab. Bintan? 

3. Bagaimana menurut saudara, apakah selama ini ada sangsi yang diberikan atasan 

kepada saudara yang melanggar petunjuk pelaksanaan atau bertindak tidak sesuai 

dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis? 

4. Bagaimana bentuk pembagian tugas dalam implementasi kebijakan tentang pelayanan 

haji di Kab. Bintan? 
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5. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

tentang pelayanan haji di Kab. Bintan? 

 

 

 

 

Pedoman Wawancara Jama’ah  Haji 

 

a. Komunikasi  

1. Bagaimana menurut saudara, apakah ada sosialisasi tentang implementasi kebijakan 

pelayanan haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kemenag. Kab. Bintan? 

2. Bagaimana menurut saudara, apakah sosialisasi tentang  kebijakan  pelayanan haji di 

Kab. Bintan yang diberikan bisa dimengerti? 

3. Jika bapak/ibu kurang jelas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, kemana atau 

bagaimana bapak/ibu mendapat kejelasan? 

 

b. Sumberdaya  

1. Bagaimana menurut saudara, apakah tenaga pemateri manasik haji di KBIH di Kab. 

Bintan cukup berkompeten? 

2. Terkait dengan jumlah sumberdaya, apakah jumlah mereka mendukung atau 

mempercepat proses menjadikan jamaah calon haji menjadi jamaah haji mandiri sesuai 

dengan amanat UU ? 

 

c. Disposisi  

1. Bagaimana sikap panitia pelaksana/petugas haji dalam melaksanakan pelayanan haji di 

Kab. Bintan terutama terkait pendaftaran haji dan manasik haji ? 

2. Bagaimana sikap petugas haji ketika bapak/ibu meminta untuk diberikan keterangan 

yang lebih rinci tentang prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi ? 

3. Bagaimana sikap petugas haji dalam memberikan pelayanan ketika berkas bapak/ibu 

belum lengkap atau terdapat kekurangan persyaratan untuk pendaftaran haji ? 

4. Bagaimana sikap Kantor Kementerian Agama Kab.Bintan terhadap kebutuhan Jemaah 

Calon Haji ? 
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